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Abstrak 
Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI. Dalam Putusan MA Nomor 3180K/PDT/2019, Deslina telah melakukan jual beli dengan M.Uzer atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang bersertifikat atas nama M.Uzer. Setelah proses jual beli dilakukan, tanpa sepengetahuan Deslina objek jual beli dikuasi oleh Herlina ( mantan isteri M.Uzer).  Menurut Deslina, tindakan Herlina yang menguasai objek jual beli di klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan bagi Herlina, tindakan jual beli antara M.Uzer dengan Deslina serta pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan tanpa keterlibatan dan sepengetahuan Herlina atas objek jual beli yang merupakan harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum.  Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim Agung dan akibat hukum  Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terkait  jual beli harta bersama yang belum di bagi setelah perceraian di hadapan PPATS . Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum  menggunakan metode preskriptif.  Perbuatan hukum Jual beli antara M.Uzer dengan Deslina dan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPATS  tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Herlina merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan objek jual beli yang masih menjadi harta bersama, maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 701K/PDT/1997, jual beli  menjadi tidak sah sehingga mengakibatkan Akta Jual Beli menjadi cacat hukum serta Sertifikat Hak Milik atas nama Deslina menjadi tidak berkekuatan hukum.
Kata Kunci: Harta bersama, Jual beli, PPATS
Abstract

Husband or wife can act on joint assets if they have obtained the approval as stipulated in Article 36 of Law Number 1 of 1974 concerning the Marriage of Jo. Article 92 KHI. .in the Supreme Court Decision Number 3180K/PDT/2019, Deslina has made a sale and purchase with M.Uzer over a plot of land and a house building on it which is certified in the name of M.Uzer. .After the buying and selling process was carried out, without Deslina's knowledge, the object of the sale was controlled by Herlina (M.Uzer's ex-wife). According to Deslina, Herlina's actions in controlling the object of sale and purchase are classified as unlawful acts. .while for Herlina, the act of buying and selling between M.Uzer and Deslina and the making of a Sale and Purchase Deed which was carried out without Herlina's involvement and knowledge of the object of sale and purchase which is a joint property is an act against the law. .The purpose of this study is to find out and understand the considerations of the Supreme Court Justice and the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 3180 K/PDT/2019 regarding the sale and purchase of joint assets that have not been shared after divorce before PPATS. .This research is a normative research with a statutory approach, a concept approach, and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. .legal material analysis technique using prescriptive method. The legal action of buying and selling between M.Uzer and Deslina and the making of a Sale and Purchase Deed by PPATS without the consent and knowledge of Herlina are against the law. .with the object of sale and purchase which is still a joint property, then based on the Jurisprudence No701K/PDT/1997, the sale and purchase became invalid, resulting in the Deed of Sale and Purchase being legally invalid and the Certificate of Ownership in Deslina's name being invalid.

Keywords:    Joint Property, sale and purchase, PPATS)

PENDAHULUAN 
   Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memberikan pengertian bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir bathin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama diantara suami dan istri kecuali apabila pihak suami atau isteri tersebut membuat suatu perjanjian kawin terkait harta bendanya. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 119 KUHPerdata telah menyatakan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinaan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri”.Harta bersama diantara suami isteri dapat mencakup :

a. Pendapatan dan hasil suami selama masa perkawinan ;

b. Pendapatan dan hasil istri selama masa perkawinan ;

c. Pendapatan dan hasil dari harta pribadi suami atau istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan (Besse Sugiswati 2014). 

Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa diantara suami dan isteri berhak dan berwenang atas harta bersama dimana antara pihak suami dan isteri tersebut memiliki kedudukan yang sama baik di dalam rumah tangga atau di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pihak suami atau pihak istri melakukan suatu perbuatan hukum seperti jual beli atas harta bersama sangatlah perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak istri atau pihak suami sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI. 
  Peralihan atau pemindahan merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memindahkan suatu barang dari seseorang ke orang lain. Adanya pengalihan hak milik atas suatu benda, maka perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sengaja oleh seseorang dalam melakukan pengalihan hak milik itu ketangan orang lain yang mereka inginkan (Ketut Indriyani & Anak Agung Sri Indrawati 2021). Pengalihan hak milik dapat dilakukan melalui suatu perbuatan hukum seperti jual beli. Pada umumnya, jual beli dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian jual beli. Dalam proses jual beli dengan objek berupa sebidang tanah haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan unsur tunai, terang, dan riil. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli, haruslah memperhatikan prosedur jual beli tanah yakni pihak pembeli harus mencari informasi mengenai status tanah kepada pihak penjual guna menghindari adanya konflik dalam proses jual beli tanah tersebut. Jika suatu perjanjian jual beli atas harta bersama tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian jual beli tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

     Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat 1 mensyaratkan agar peralihan hak atas sebidang tanah dapat di daftarkan maka perbuatan itu wajib dibuktikan dengan Akta PPAT. Salah satu jenis Akta PPAT yakni Akta Jual Beli. Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta otentik yang mengatur hubungan hukum yang bersifat keperdataan atau bersifat kontraktual (perjanjian jual beli) antara penjual dan pembeli (Komang Febrinayanti Dantes & I Gusti Apsari Hadi 2021). Dalam pembuatan Akta Jual Beli khususnya dengan objek harta bersama, berdasarkan lampiran 1b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi Tata Cara Pengisian Akta Jual Beli telah menguraikan bahwa suatu hal yang harus termuat di bagian komparisi untuk pihak penjual adalah persetujuan yang diperlukan, misalkan persetujuan istri/suami mengenai harta bersama (Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said 2020). 
       Dalam melakukan pembuatan akta jual beli, seringkali PPAT tidak teliti dalam memperhatikan kesesuaian antara Sertifikat Hak Milik dengan Kartu identitas (KTP) dan Surat nikah terkait tahun perolehan dari objek yang diperjualbelikan apakah diperoleh selama perkawinan atau sebelum perkawinan sehingga berdampak pada keabsahan dari jual beli yang dilakukan. Dengan adanya pembuatan akta jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil mengenai diperlukannya suatu persetujuan dalam objek harta bersama, akan berdampak pada akta jual beli itu sendiri.  Akta Jual Beli yang tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil menjadi cacat hukum serta berdampak pada kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Akta Jual Beli yang cacat hukum dapat mengakibatkan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi unsur subyektif dan dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur obyektif. Hal ini sebagaimana yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/PDT/2019.
 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/PDT/2019 terjadi kasus jual beli  atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang masih menjadi harta bersama tanpa persetujuan mantan isteri. Dalam kasus posisi, bahwasannya pada tanggal 17 November 2016, telah terjadi proses jual beli antara Deslina Harahap dengan M. Uzer atas satu bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen diatasnya yang terletak di jalan Bukit Semut No. 1 Komplek Pemda RT 011 dan telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No : 3239 atas nama M. Uzer. Dari jual beli tersebut, M.Uzer dengan Deslina Harahap membuat Akta Jual Beli (AJB) di Camat Sungailiat yang merangkap sebagai PPATS ( Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) dan telah melanjutkan ke proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 3239 atas nama pemilik M.Uzer untuk berganti menjadi Hak Milik Nomor : 00116 atas nama Deslina Harahap.  Akan tetapi , setelah proses jual beli, Deslina Harahap tidak dapat menempati atau menguasai objek jual beli, dikarenakan tanpa sepengetahuannya rumah tersebut telah  dikuasai/ditempati oleh Herlina yang berlatar belakang merupakan mantan isteri dari M.Uzer.
       Dalam hal ini, terjadi konflik antara Deslina Harahap dan Herlina terkait kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang menjadi objek jual beli.  Dari perbuatan Herlina yang tidak mengindahkan perintah dari Deslina Harahap untuk mengosongi rumah tersebut, maka Deslina Harahap mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.  Disisi lain, Herlina menyatakan bahwa  rumah yang menjadi objek jual beli tersebut telah dihuni oleh Herlina sejak tahun 2012 sampai sekarang. Setelah terjadi perceraian, antara Herlina dengan M.Uzer belum melakukan pembagian atas tanah beserta bangunan rumah diatasnya baik melalui kesepakatan atau melalui gugatan di Pengadilan Agama Sungailiat. Dalam proses jual beli tersebut, Deslina Harahap tidak pernah menemui Herlina sebelum atau dalam proses jual beli M.Uzer guna menanyakan apakah harta bersama yang menjadi objek jual beli tersebut telah dibagi atau masih menjadi milik bersama. Oleh karena itu, dalil perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang tanpa hak melawan hukum tersebut tidak diuraikan mengenai perbuatan Herlina yang melawan hukum itu. 

      Sebagaimana ketentuan mengenai harta bersama yang  telah diatur  di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang  menyatakan bahwasannya mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak juncto Pasal 92 KHI yang menyatakan bahwasannya suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan hak bersama,  maka tindakan jual beli yang telah dilakukan antara Deslina Harahap dan M.Uzer serta adanya penerbitan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh camat selaku PPATS tanpa persetujuan dari Herlina merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga jual beli yang telah dilakukan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.SGL, Hakim telah menjatuhkan putusan bahwasannya menyatakan sah atas jual beli yang telah dilakukan oleh pihak M.Uzer (Penjual) dan Deslina Harahap (pembeli) dikarenakan telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan memenuhi unsur tunai, terang, dan riil serta Hakim menyatakan bahwasannya perbuatan Herlina yang menguasai dan menempati tanah beserta bangunan rumah diatasnya tanpa hak milik adalah Perbuatan Melawan Hukum . Herlina merasa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat belum adil sehingga Herlina mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor Nomor 4/PDT/2019/PT BBL, Hakim menjatuhkan putusan bahwasannya jual beli antara Deslina Harahap (Terbanding) dan M.Uzer (Turut terbanding) atas tanah Hak Milik SHM No.00116 adalah sah. Dengan adanya peristiwa hukum jual beli tanah tersebut, hak atas kepemilikan tanah berubah menjadi hak milik Terbanding/ Penggugat (Deslina Harahap) sehingga memori banding dari pembanding/ Tergugat (Herlina) harus ditolak. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Sgl.

       Namun, pada tingkat kasasi dalam Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019, berdasarkan pertimbangan hakim, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah menerapkan hukum bahwasannya objek sengketa yang dibeli oleh Deslina Harahap (Termohon kasasi/Penggugat) terhadap M.Uzer (Turut termohon kasasi/ Turut tergugat) merupakan harta bersama, sebagai harta pencairan antara M.Uzer dan Herlina pada saat mereka terikat suami isteri yang belum dibagi, sehingga jual beli antara Deslina Harahap dan M. Uzer tanpa persetujuan Herlina adalah tidak sah sehingga  Hakim Mahkamah Agung melalui amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PDT/2019/PT BBL . Dari latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh Hakim MA dalam Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 tentang  jual beli harta bersama yang belum di bagi setelah perceraian di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dan akibat hukum dari Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terhadap Sertifikat Hak Milik akibat diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPATS dalam  jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian.
METODE

  Jenis penelitian yuridis normatif dengan isu hukum konflik antara para pihak karena Pasal 1365 KUHPerdata yang ditafsirkan berbeda oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya masing masing. Sengketa terkait kepemilikan atas rumah beserta bangunan rumah yang bersertifikat atas M.Uzer termasuk konflik karena, tidak memungkinkan jika Herlina melakukan perbuatan melawan hukum atas objek berupa rumah beserta bangunan rumah yang pada mulanya bersertifikat atas nama M.Uzer merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan masih berlangsung dengan M.Uzer sehingga dimiliki secara bersama sama dengan Herlina dan M.Uzer. Sedangkan, jual beli atas yang dilakukan oleh M.Uzer dan Deslina atas harta bersama itu telah dilakukan dihadapan PPATS tanpa sepengetahuannya dan tanpa adanya keterlibatan Herlina dalam proses pembuatan Akta Jual Beli.  Sedangkan menurut Deslina Harahap, tindakan Herlina yang mendiami rumah yang telah dibeli oleh Deslina Harahap tanpa sepengetahuannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian perdata bagi pihak Deslina. 

   Penelitian ini memakai acuan dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual,dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Jual beli harta bersama dan pembuatan Akta Jual Beli dan bahan hukum sekunder berupa buku buku atau jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum penelitian ini terkait jual beli atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif yakni memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogyanya sesuai dengan isu yang diteliti yaitu terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3180 K/PDT/2019 tentang jual beli harta bersama yang belum dibagi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan Hakim Agung (Ratio Decidendi) dalam Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terkait   jual beli harta bersama yang belum dibagi  di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri
Permohonan kasasi dilakukan oleh Herlina terhadap amar putusan dari Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa :

a) Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat;
b) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 dan Surat Ukur Nomor: 00156/B.Betung/2016 dengan luas 478 M2 dan Akta PPATS Nomor : 549/019/SGT/2016 tertanggal 17 November 2016 dibuat oleh KUSYONO ADITAMA, SH adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari proses jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat ;

c) Menyatakan perbuatan Tergugat dengan maksud menguasai dan menempati tanah berikut bangunan rumah diatasnya tanpa hak milik adalah Perbuatan Melawan hukum;
Atas amar putusan tersebut, Hakim MA telah mengadili sendiri bahwasannya:

a. Bahwa objek sengketa bukan milik Turut Tergugat sendiri, melainkan harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang menjadi milik Tergugat dan dijual Turut Tergugat tanpa ijin Tergugat;
b. Bahwa objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan harta bersama, sebagai harta pencairan antara Turut Tergugat dengan Tergugat pada saat mereka terikat suami istri yang belum dibagi, sehingga jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanpa persetujuan Tergugat adalah tidak sah, lagipula Penggugat dalam membeli objek sengketa tidak teliti karena objek sengketa tidak dikuasai oleh Turut Tergugat tapi oleh Tergugat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh  Herlina yang dijadikan dasar adanya permohonan kasasi terkait kepemilikan terhadap objek jual beli 

Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“perbuatan Tergugat menguasai dan menempati objek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan perdata Penggugat”

a.  Tindakan M.Uzer dan Deslina Harahap yang telah melakukan Jual Beli Harta Bersama

1) Perbuatan tersebut melawan hukum

         Harta bersama bersifat milik bersama terikat (gebonden mede eigendom) yang berarti suami isteri secara bersama sama sebagai pemilik dari harta persatuan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sifat gebonden mede eigendom yaitu perbuatan dengan objek harta bersama, hanya sah jika dilakukan suami dan isteri (Yunanto 2019). Dalam harta bersama, berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 92 KHI bahwasannya mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, tindakan M.Uzer yang telah melakukan jual beli dengan Deslina atas objek jual beli yang masih menjadi harta bersama tanpa adanya persetujuan dari Herlina merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang. 

2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

   Perbuatan M.Uzer yang telah melakukan jual beli dengan Deslina atas objek jual beli berupa tanah beserta bangunan rumah yang masih menjadi harta bersama dengan Herlina telah mengandung unsur kelalaian. Hal ini ditunjukkan sebagaimana pengaturan mengenai harta bersama yang terdapat di dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI bahwasannya terhadap kedua pihak yakni suami dan istri dapat melakukan suatu perbuatan hukum atas harta bersama jika terdapat adanya persetujuan sehingga jika tidak terdapat persetujuan maka suami atau isteri tersebut tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tersebut. Secara fakta hukum, dalam melakukan jual beli, M.Uzer dengan Deslina telah melalaikan persetujuan dari Herlina yang dimana dalam proses jual beli itu, M.Uzer tidak melibatkan Herlina dalam proses kesepakatan dengan Deslina dan dalam pembuatan Akta Jual Beli. Akibatnya jual beli tersebut tidaklah memenuhi unsur terang karena telah dilakukan tanpa sepengetahuan dari Herlina.

    Di sisi lain, Deslina Harahap selaku pembeli secara fakta hukum telah mengabaikan kapasitas dari pihak penjual dalam melakukan jual beli atas objek yang masih menjadi harta bersama. Deslina Harahap selaku pembeli pada dasarnya seharusnya meneliti dan menyelediki secara cermat hak dan status penjual selaku pemilik dari objek jual beli. Akan tetapi dalam kasus posisi, Deslina tidak melakukan hal tersebut dan tetap melanjutkan transaksi hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap status dan hak dari penjual terhadap objek jual beli.  

3) Adanya kerugian bagi korban

Atas tindakan jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina Harahap atas objek yang masih menjadi harta bersama tanpa adanya persetujuan dari Herlina telah menimbulkan kerugian Herlina. Bagi Herlina atas tindakan jual beli yang telah dilakukan oleh M.Uzer tanpa adanya persetujuan darinya telah menimbulkan kerugian yakni tanpa sepengetahuannya bahwa tindakan Herlina yang menguasai rumah yang merupakan objek harta bersama sejak tahun 2012 dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dalam proses jual beli dengan Deslina tersebut, Herlina tidak dilibatkan. Atas gugatan Perbutan Melawan Hukum oleh Deslina kepada Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengakibatkan harga diri Herlina sebagai pendidik maupun di masyarakat telah direndahkan serta adanya beban moril akibat tindakan Deslina dan M.Uzer yang jika di total mencapai Rp 1.000.000.000 (1 milyar rupiah).

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Tindakan M.Uzer yang telah melakukan jual beli dengan Deslina Harahap atas objek jual beli yang berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang pada awalnya bersertifikat Hak Milik atas nama M.Uzer yang merupakan harta bersama yang belum dibagi telah melakukan kelalaian mengenai persetujuan dari Herlina dan telah dilakukan tanpa sepengetahuan dari Herlina. Akibat dari hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Herlina.

a) Tindakan Camat Sungailiat sebagai PPATS dalam membuat Akta Jual Beli

1) Adanya perbuatan tersebut melawan hukum

   Tindakan Camat Sungailiat yang menerbitkan Akta Jual Beli No.594/019/SGT/2016 tanpa persetujuan Herlina menurut peneliti tidaklah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Syarat Syarat dalam pembuatan Akta Jual Beli yakni :

Syarat formil :

1) Memahami dan menjalankan Pasal 97 ayat 1 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997.
2) Akta dibuat sesuai bentuk akta yang telah ditentukan dalam peraturan dan tata cara pengisian sesuai dengan Pasal 96 Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.

3) Sebelum akta pemindahan atau pembebanan hak dibuat. Izin pemindahan hak harus diperoleh sebagaimana dalam Pasal 98 ayat 2 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997.

4) Para pihak yang bersangkutan atau dikuasakan dengan surat tertulis harus hadir dalam pembuatan akta, dan disaksikan oleh 2 orang saksi  yang kemudian Akta hrus dibacakan oleh PPAT, dan PPAT akan menjelaskan isi dan maksud akta kepada pihak yang bersangkutan dan menjelaskan prosedur pendaftaran selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 101 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997.

5) PPAT tidak boleh membuat akta, untuk PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat kedua, baik bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain sebagaimana dalam Pasal 23 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997.

6) Akta yang telah dibuat oleh PPAT harus disampaikan ke Kantor Pertanahan paling lama 7 hari kerja, Pasal 40 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997.

7) Setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, PPAT akan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 91 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Sedangkan syarat materiil dalam pembuatan Akta Jual Beli yakni :

1) Apakah penjual berwenang untuk menjual hak milik atas tanah tersebut ; 
2) Apakah pembeli diperbolehkan membeli objek tanah yang bersangkutan ;

3) Apakah para pihak bertindak sebagai kuasa atau diri sendiri ;

4) Apakah objek jual beli (tanah) diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan tidak bersengketa (Purna Noor Aditama 2018).

PPAT sebelum membuat Akta Jual Beli akan mencermati kelengkapan dari dokumen sebagai syarat-syarat formil diantaranya :

a) Kartu Tanda Penduduk, setelah melihat status dan kewarganegaraan yang perlu diperhatikan :

1. Hak milik atas tanah yang di miliki suami isteri, dilakukan dengan menunjukkan persetujuan suami/istri yang dilegalisasi oleh Notaris. 
2. Hak milik atas tanah yang berasal dari warisan,  dapat dibuktikan dengan menyerahkan surat ahli waris yang dibuat di camat/desa/keuchik/kelurahan dimana tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia bagi WNI bukan keturunan tionghoa,. Bagi WNI keturunan tionghoa, menyerahkan akta keterangan hak mewarisi dari notaris atau putusan pengadilan (Pasal 111-112 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997).

b) Surat nikah, yang harus diperhatikan :

PPAT wajib mempertanyakan mengenai perjanjian kawin, apabila tidak membuat perjanjian kawin,maka harta yang diperoleh setelah menikah menjadi harta bersama. Pada harta bersama, perlu persetujuan suami/ isteri dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 119 KUHPerdata). Bagi yang bercerai, dilakukan dengan membuktikan surat cerai.

c) Menunjukkan bukti pembayaran terakhir dan keterangan dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) bahwa tidak ada tunggakan PBB. PPAT menggunakan bukti pembayaran PBB guna mengetahui besar PPh atas pemindahan ( PP RI No. 71 Tahun 2008), dan guna mengetahui besar pajak BPHTB yang dibayar pembeli (Muhammad Rizky, Muzakkir Abubakar 2020). 

      Dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut oleh Camat Sungailiat tidaklah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yakni dengan tidak mengikutsertakan atau meminta persetujuan dari Herlina yang juga selaku pemilik sah dari tanah beserta bangunan rumah yang menjadi objek Jual Beli.  Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 58 ayat (2) huruf b menentukan bahwa warkah pendukung akta yang dijadikan dasar bagi pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dibuatkan aktanya adalah persetujuan suami atau istri. Selain itu, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi Tata Cara Pengisian Akta Jual Beli pada lampiran 1b  telah menguraikan bahwa yang dimuat dalam komparisi bagi pihak penjual ialah persetujuan yang diperlukan, seperti persetujuan istri/suami mengenai harta bersama (Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said 2020). 

      Dalam hal ini, dapat dikatakan Camat Sungailiat sebagai PPATS telah membuat Akta Jual Beli  dengan tidak memenuhi persyaratan materiil dan formil mengenai diperlukan adanya persetujuan  dari Herlina atas objek jual beli yang masih menjadi harta bersama yang dimana harta bersama tersebut dikuasai oleh Herlina bukan oleh M.Uzer. Pada dasarnya kehadiran pihak yang berwenang dalam pembuatan akta PPAT telah diatur di dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.  Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi :

“ pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu .“

Sedangkan, dalam Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi :

“ pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“ PPAT menolak untuk membuat akta jika : salah satu atau para  pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak demikian “.

  Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, pihak PPATS seharusnya menolak untuk membuat Akta Jual Beli, dikarenakan dalam jual beli hanya dilakukan oleh M. Uzer saja tanpa persetujuan Herlina atas tanah beserta bangunan rumah yang masih menjadi harta bersama. Mengingat objek jual beli merupakan harta bersama, maka dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 92 KHI  sangat diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam  jual beli tersebut yang berwenang tidak hanya M. Uzer saja melainkan M. Uzer dan Herlina. Sebagaimana yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976 yang  menegaskan bahwa “ karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami – isteri tergugat I dan II, untuk menjual tanah tersebut tergugat I harus mendapatkan persetujuan istrinya “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Pdt/1997 yang menegaskan bahwa “ jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak istri/ suami , harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum.

   Dalam hal ini, telah menunjukkan bahwasannya Camat Sungailiat selaku PPATS dalam membuat Akta Jual Beli dengan tidak melibatkan Herlina dalam memberikan suatu persetujuan atas jual beli tersebut, merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang undang.

2) Adanya kerugian yang ditimbulkan 

   Perbuatan Camat Sungailiat selaku PPATS dalam menerbitkan Akta Jual Beli No.594/019/SGT/2016 dalam proses jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer dengan Deslina Harahap tanpa persetujuan Herlina yang telah digunakan dalam melakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Bangka Belitung menimbulkan kerugian bagi pihak Herlina. Kerugian yang timbul yakni dengan adanya Sertifikat yang telah di baliknamakan dari yang bernama M. Uzer berganti menjadi Deslina Harahap menyebabkan Herlina sebagai pemilik sah tidak dapat menempati rumah tersebut.   

3) Adanya kesalahan

     Perbuatan Camat Sungailiat yang telah membuat Akta Jual Beli No.594/019/SGT/2016 merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kelalaian yang dimana Camat Sungailiat sebagai pihak PPATS tidak melakukan kehati hatian dan kurang teliti dalam melakukan pengecekan terhadap objek jual beli apakah masih menjadi harta bersama atau tidak. Oleh karena itu, tidak adanya persetujuan dari Herlina yang merupakan salah satu pemilik sah merupakan kesalahan yang bertentangan dengan hukum.

4) Adanya hubungan antara kerugian dengan kesalahan 

  Adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Camat Sungailiat selaku PPATS dalam membuat Akta Jual Beli No.594/019/SGT/2016 yakni tidak adanya kehati hatian dan ketelitian pihak PPATS dalam melihat tahun perolehan dengan mengecek surat nikah, surat cerai, dan tahun penerbitan dari Sertifikat Hak Milik guna mennetukan apakah objek jual beli masih menjadi harta bersama atau tidak. Selain itu, Camat Sungailiat tidak memperhatikan kedudukan bertindak bagi para pihak dalam proses jual beli tersebut apakah pihak tersebut memiliki kewenangan seutuhnya atau memerlukan persetujuan pasangan dalam melakukan peralihan kepemilikan dari objek jual beli tersebut. Oleh karena itu, pembuatan akta jual beli oleh Camat Sungailiat dengan tidak adanya persetujuan dari Herlina selaku pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan rumah yang merupakan harta bersama yang telah diperjualbelikan merupakan suatu perbuatan yang merugikan pihak Herlina.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengenai jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina Harahap 

   Hakim MA menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

 “ objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan harta bersama, sebagai harta pencairan antara Turut Tergugat dengan Tergugat pada saat mereka terikat suami istri yang belum dibagi, sehingga jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanpa persetujuan Tergugat adalah tidak sah.”

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, peneliti setuju atas pertimbangan hukum yang diberikan sehingga atas pertimbangan hakim tersebut akan diperluas oleh penulis sebagai berikut :

a. Analisis jual beli antara M. Uzer dan Deslina Harahap berdasarkan unsur tunai, terang, dan riil 

    Unsur tunai artinya pemindahan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli dari penjual kepada pembeli serta pembayaran secara penuh sesuai dengan harga yang disetujui secara serentak. Unsur terang artinya jual beli tanah bukan sesuatu disembunyikan atau ditutupi (Desvia Winandra 2020). Sedangkan, unsur riil yakni jual beli tersebut harus dilakukan dengan di hadapan 2 orang Saksi dan PPAT. Jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer dan Deslina Harahap, tidaklah memenuhi asas terang melainkan hanya memenuhi asas tunai dan riil.  Asas terang yang tidak terpenuhi yaitu M. Uzer selaku penjual tidak melibatkan mantan isteri yakni Herlina dalam proses jual beli dengan Deslina Harahap yang objek jual belinya merupakan harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian sehingga jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Herlina.

   Meskipun tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang bersertifikat hak milik atas nama M. Uzer sebagai harta bersama,  pihak Herlina tidak dilibatkan dalam proses jual beli yang dilakukan antara M.Uzer dan Deslina Harahap di hadapan Camat Sungailiat sebagai pihak PPATS terutama dalam pembuatan Akta Jual Beli. Sedangkan, dalam proses jual beli tersebut, Deslina Harahap telah melakukan pembayaran secara penuh yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran sebesar Rp 120.000.000,-  dan telah dilakukan di hadapan Camat Sungailiat sebagai pihak PPATS. 

b. Analisis jual beli antara M. Uzer dan Deslina Harahap berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

   Dengan melihat objek jual beli yang menjadi harta bersama maka objek jual beli tersebut dimiliki oleh suami dan isteri secara bersama sama. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terutama dalam peralihan hak atas harta bersama sangatlah memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yakni baik suami maupun isteri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 92 KHI. Dalam pembuatan akta jual beli oleh pihak PPATS, meskipun dalam sertifikat hak milik beratasnamakan suami, pihak isteri sebagai pemilik atas  tanah diwajibkan untuk hadir dalam memberikan persetujuan serta menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS. Dalam kasus ini telah diketahui pada fakta persidangan, bahwa objek jual beli yakni tanah beserta bangunan rumah yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 3239 atas nama M. Uzer telah diperoleh sejak perkawinan dengan Herlina masih berlangsung.  Oleh karena itu, objek jual beli yang akan di alihkan kepemilikannya kepada Deslina Harahap, sangatlah diperlukan adanya persetujuan dari Herlina. 

   Sebagaimana dengan diperlukannya suatu persetujuan dalam jual beli harta bersama, telah terdapat di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya yakni :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976 bahwa “ karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami – isteri tergugat I dan II, untuk menjual tanah tersebut tergugat I harus mendapatkan persetujuan istrinya “.
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Pdt/1997 bahwa “ jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak istri/ suami , harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum“.

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/ 1996 tanggal 18 September 1998 bahwa “ tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami istri, perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui istri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum”.

Dari praktiknya, jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer dengan Deslina Harahap telah dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Herlina yang telah dilakukan di hadapan Camat Sungailiat sebagai PPATS. Dalam proses jual beli tersebut, telah dilakukan tanpa adanya sepengetahuan dari pihak Herlina yang dimana pihak PPATS telah menerbitkan Akta Jual Beli tanpa adanya persetujuan dari pihak Herlina. Maka dalam kasus jual beli ini telah menunjukkan bahwasannya unsur kesepakatan tidak terpenuhi dalam proses jual beli antara M. Uzer dan Deslina Harahap.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

  Kecakapan yang dimaksud yaitu cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kewenangan bertindak terdapat asas nemo plus. Asas nemo plus ialah seseorang hanya melakukan perbuatan hukum sebatas hak atau kewenangan yang ada padanya. Contohnya pada sebidang tanah yang merupakan bagiam harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri, Maka dalam menjual harta bersama tersebut, pihak penjualnya harus suami dan istri, tidak boleh hanya suami saja (Yunanto 2019). 

   Dalam fakta persidangan, M. Uzer selaku penjual, dan Deslina Harahap selaku pembeli adalah orang orang yang cakap menurut hukum yakni sudah dewasa dan sehat pikirannya.  Sehingga dalam hal ini unsur kecakapan telah terpenuhi. Akan tetapi dalam kewenangan bertindak, telah melanggar asas nemo plus yang dimana dalam proses jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer Dan Deslina Harahap dengan objek jual beli yang masih menjadi harta bersama setelah perceraian dengan Herlina, hanya dilakukan oleh suami saja tanpa sepengetahuan dari mantan isteri.

3. Suatu hal tertentu

  Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer dan Deslina Harahap yang menjadi objek jual beli yakni tanah beserta bangunan rumah tinggal  permanen diatasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No : 3239 yang terletak di Jalan Bukit Semut No. 1 Komplek Pemda RT.011 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka- Babel yang kemudian dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 atas nama Deslina Harahap dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/019/SGT/2016 yang dibuat oleh Kusyono Aditama S.H. pada tanggal 17 November 2016. Maka dalam hal ini, unsur suatu hal tertentu telah terpenuhi. 

4. Suatu sebab yang halal 

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (latin) yang dimaksudkan dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a.     Klausa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang;
b.     Sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya. 

c.     Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Tri Wahyu Surya Lestari 2017).
 Berdasarkan penjelasan mengenai sebab yang dikatakan terlarang maka dengan adanya ketentuan dalam Pasal  36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 92 KHI yang menyatakan bahwasannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum atas harta bersama diperlukan adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer dengan Deslina Harahap telah dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Herlina. Dengan tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal, maka jual beli yang dilakukan oleh M. Uzer dengan Deslina Harahap sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701K/PDT/1997, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah serta menjadi batal demi hukum dengan tidak terpenuhinya unsur obyektif yakni suatu sebab yang halal sehingga Pertimbangan Hakim MA Nomor 3180 K/PDT/2019 mengenai jual beli antara Deslina Harhap dengan M.Uzer tanpa persetujuan Herlina adalah tidak sah menurut peneliti dapat dibenarkan.

3. Pertimbangan Hakim MA mengenai Deslina Harahap sebagai pembeli yang tidak beritikad baik 

Hakim MA dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:
“....Penggugat dalam membeli objek sengketa tidak teliti karena objek sengketa tidak dikuasai oleh Turut Tergugat tapi oleh Tergugat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik.”

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, peneliti setuju terkait Deslina Harahap sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dalam proses jual beli dengan M.Uzer. Mengenai pertimbangan hakim tersebut akan diperluas oleh peneliti sebagai berikut :

     Menurut Ridwan Khairandy, pembeli beritikad baik adalah seseorang yang percaya bahwa penjual benar benar pemilik dari dari barang yang dijualnya itu (Ridwan Khairandy 2004). Dalam perspektif hukum perdata, pada setiap bezitter kejujuran atau itikad baik dianggap selalu ada, sebaliknya adanya ketidakjujuran atau itikad buruk pada bezitter harus dapat dibuktikan. Oleh karena itu, seseorang yang menuduh seorang bezitter memperoleh bezit dengan itikad buruk, diharuskan dapat membuktikan adanya itikad buruk tersebut. Bilamana itikad buruk tersebut tidak dapat dibuktikan, maka bezitter tersebut tetap dianggap memperoleh bezit dengan itikad baik. Karena, dalam hukum berlaku suatu asas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran itu harus dibuktikan, sehingga untuk mengetahui seorang pembeli beritikad baik atau tidak, perlu dipastikan sejak perkaranya diajukan ke pengadilan dan mendapat putusan yang sah (Rachmadi Usman 2013).

   Dalam kasus posisi, pihak Deslina Harahap tidak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hak dan status penjual yakni M.Uzer selaku pemilik dari objek jual beli. Hal ini ditunjukkan bahwasannya dalam proses jual beli dengan Deslina Harahap, pihak M.Uzer hanya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik atas nama M.Uzer dan Akta Cerai kepada Deslina Harahap. Sebelum melakukan pembayaran, Deslina melakukan survey terhadap objek jual beli. Pada saat survei ke lokasi rumah sengketa tersebut dan mengetahui pagar rumah tersebut digembok, Deslina berkata kepada M.Uzer untuk membuka gembok guna melihat bagian dalam dan isi rumah tersebut. Namun M.Uzer hanya berkata tidak ada orang di rumah tersebut, sehingga Deslina saat itu percaya dengan penjelasan M.Uzer.

    Menurut Ridwan Khairandy, seseorang dapat dikategorikan sebagai Pembeli Beritikad Baik ketika dia memenuhi prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi atau negosiasi. (Ridwan Khairandy 2014). Atas tindakan Deslina yang mempercayai penjelasan dari M.Uzer tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dapat dikualifikasikan sebagai pembeli tidak beritikad baik dikarenakan sesuai dengan Putusan MARI No. 1816 K/Pdt.1989 dan Putusan MARI No. 4340 K/Pdt/1986) menyatakan bahwa pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik, karena pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti dan menyelidiki secara cermat hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Putusan-putusan ini pada dasarnya menekankan kepada Pembeli untuk tidak begitu saja percaya penjelasan Penjual, melainkan juga harus bertindak secara responsif (bertanggung jawab) mencari tahu dan meneliti terlebih dahulu, sebelum dan saat jual beli tanah dilakukan. Ada beberapa hal yang seharusnya diperiksa oleh Pembeli yakni :

1. Adanya sertifikat hak atas tanah (Putusan MARI No. 765 PK/Pdt/2009);

2.  Kewenangan pihak yang mengalihkan, misalnya berlaku atau tidaknya surat kuasa (Putusan MARI No. 4340 K/Pdt/1986);

3. Pihak yang secara nyata menguasai objek tersebut (Putusan MARI No. 1847 K/Pdt/2006; No. 1923 K/Pdt/2013);

4.  Jika terkait tanah waris, perlu dipastikan adanya persetujuan (semua) Ahli Waris (Putusan MARI No. 4340 K/Pdt/1986; No. 1816 K/Pdt/1989;Putusan PN Kutai Barat No. 22/Pdt.G/2013/PN.KUBAR);

5. Jika terkait tanah yang merupakan harta bersama (harta gono gini), perlu dipastikan adanya persetujuan pasangan (Putusan MARI No. 114 K/Pdt/2013);

6.  Perkara sengketa yang masih berjalan atau putusan pengadilan terkait tanah obyek jual beli (Putusan MARI No. 1861 K/Pdt/2005; No. 114 K/Pdt/2013);

7. Status tanah, yaitu bahwa tanah yang berstatus tanah negara tidak dapat dijual belikan (Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt/2003).

Apabila pembeli tidak memeriksa secara seksama dan meneruskan transaksi, maka pembeli tidak dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik, sehingga secara hukum posisinya tidak dilindungi (Widodo Dwi Putro, Ahmad Zuhairi,Syukron Salam 2016). Maka berdasarkan Putusan MA RI No. 1816 K/Pdt/1989 dan No. 4340 K/Pdt/1986 sikap Deslina yang mempercayai perkataan M.Uzer secara langsung dengan tidak bertindak secara responsif (bertanggung jawab) dan tidak mencari tahu dan meneliti terlebih dahulu, sebelum dan saat jual beli tanah dilakukan maka dikualifikasikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dalam proses jual beli dapat dibenarkan.

2. Akibat hukum Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terhadap sertifikat hak milik akibat diterbitkannya akta jual beli oleh PPATS dalam jual beli harta bersama yang belum dibagi

   Dalam Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019, Hakim MA menjatuhkan putusan dalam kasus jual beli harta bersama yang telah dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina Harahap tanpa persetujuan dari Herlina yakni diantaranya:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERLINA tersebut; 
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PDT/2019/PT BBL tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2019;
Dengan adanya pembatalan putusan tersebut, maka menurut peneliti telah berdampak pada Akta Jual Beli yang telah diterbitkan oleh Kusyono Aditama S.H.,   berdampak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 atas nama Deslina Harahap serta berdampak pada jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dan Deslina Harahap.Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pembatalan perjanjian jual beli tanah yang diikat dengan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT yakni diantaranya :

1)  Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;

2) Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;

3) Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;

4) Kebatalan karena hak membeli kembali objek dalam perjanjian jual beli;

5) Kebatalan perjanjian karena menggunakan surat kuasa mutlak ;

6) Kebatalan dalam hal jual beli harta bersama ;

7) Kebatalan perjanjian jual beli ;

8) Kebatalan dalam hal keadaan darurat (noodtoestand) ;

9) Kebatalan perjanjian mengenai hak atas tanah (Rafiq Adi Wardana 2016) .

 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/PDT/2019, proses jual beli harta bersama tanpa persetujuan Herlina, yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina Harahap telah menunjukan syarat materiil bagi pihak penjual tidaklah terpenuhi. M.Uzer selaku penjual adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan penuh untuk menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut. Hal ini disebabkan, objek jual beli yakni tanah beserta bangunan rumah dimiliki oleh 2 orang yang sah yakni Herlina dan M. Uzer dikarenakan objek jual beli tersebut merupakan harta bersama. Dapat dikatakan dalam proses jual beli yang telah dilakukan oleh M.Uzer dan Deslina Harahap dapat terjadi kebatalan karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  

  Selain itu, dengan adanya jual beli yang menjadi batal demi hukum. Maka, akta jual beli yang dibuat oleh Camat Sungailiat yang sebagaimana tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil mengakibatkan akta jual beli tersebut menjadi cacat hukum sehingga dapat menjadi batal demi hukum. Sebagaimana pada dasarnya, akta otentik dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila terdapat pelanggaran ketentuan perundang undangan yaitu :

1. Pasal 1869 KUHPerdata yang mengatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Pasal ini memuat ketentuan, memiliki kekuatan di bawah tangan dalam hal :

a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu ;

b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu ;

c. Cacat dalam bentuknya.

2. Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengemukakan untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian ;

c. Suatu hal tertentu dan

d. Kuasa yang halal. 

    Syarat a dan b merupakan syarat subyektif karena mengenai orang orang atau subyek yang mengadakan perjanjian dan jika syarat subyektif dilanggar maka aktanya dapat dibatalkan, sedangkan syarat c dan d merupakan syarat obyektif karena mengenai isi perjanjian dan jika syarat obyektif dilanggar maka aktanya batal demi hukum (Soraya Rafika Putri, Siti Hajati Hoesin 2019). Dengan adanya pembuatan Akta Jual Beli No No.594/019/SGT/2016  dalam jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina Harahap tanpa persetujuan Herlina di hadapan PPATS mengakibatkan tidak terpenuhinya sebab yang halal yakni perbuatan jual beli tersebut melanggar Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 92 KHI, maka Akta Jual Beli No No.594/019/SGT/2016 menjadi batal demi hukum. 

   Dengan adanya Akta Jual Beli yang menjadi batal demi hukum juga berdampak terhadap Sertifikat Hak Milik yang telah dibaliknamakan atas nama Deslina Harahap menjadi tidak berkekuatan hukum. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Pdt/1997  tertanggal 24 Maret 1999 dengan kaidah hukum “ jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum“. Dengan adanya pembatalan terhadap Akta Jual Beli, jual beli menjadi tidak sah, serta adanya Sertifikat Hak Milik yang tidak berkekuatan hukum, maka menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung.

Akibat langsung 

1. Dengan adanya peralihan hak melalui jual beli yang menjadi batal demi hukum, maka objek jual beli yang berupa tanah beserta bangunan rumah kembali ke keadaan semula sehingga tetap menjadi harta bersama antara Herlina dengan M.Uzer ;

2. Dengan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Deslina kepada M.Uzer yang secara fakta hukum objek jual beli tersebut tidak dikuasai oleh M.Uzer saja. Maka M.Uzer selaku penjual harus mengembalikkan uang yang telah diterimanya pada saat jual beli kepada Deslina Harahap.

Akibat tidak langsung

1. Dengan adanya pengembalian objek jual beli terhadap Herlina, maka Herlina dapat melakukan pembagian terhadap harta bersama menjadi setengah bagian dengan M.Uzer baik melalui kesepakatan atau melalui gugatan ke Pengadilan Agama.

2.  Terhadap PPATS yang telah membuat Akta Jual Beli yang menimbulkan kerugian bagi Deslina, maka dapat dibebankan kerugian apabila Deslina menggugat dan meminta ganti rugi.

3. Dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi tidak berkekuatan hukum maka Deslina harus mengembalikan tanah ke keadaan semula kepada Herlina sehingga tetap menjadi harta bersama antara M.Uzer dengan Herlina.
PENUTUP

Simpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim MA (Ratio Decidendi) dalam Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 tentang  jual beli harta bersama yang belum di bagi setelah perceraian di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri yakni Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI, Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pertimbangan hakim yang mengenai jual beli, harta bersama, pembeli tidak beritikad baik ini diperluas oleh peneliti dengan menggunakan Pasal 119 KUHPerdata, Pasal 531 KUHPerdata, Pasal 532 KUHPerdata, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi Tata Cara Pengisian Akta Jual Beli, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Pdt/1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2691 PK/Pdt/ 1996 tanggal 18 September 1998, Putusan MARI No. 1816 K/Pdt.1989, Putusan MARI No. 4340 K/Pdt/1986, Putusan MARI No. 114 K/Pdt/2013.
2. Akibat hukum Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terhadap Sertifikat Hak Milik akibat diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPATS dalam jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian, mengakibatkan Sertifikat Hak Milik tidak berkekuatan hukum tetap. Jual beli yang telah dilakukan menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan akibat langsung maupun akibat tidak langsung seperti dengan adanya peralihan hak melalui jual beli yang menjadi batal demi hukum. Maka, objek jual beli yang berupa tanah beserta bangunan rumah, kembali pada keadaan semula sehingga tetap menjadi harta bersama antara Herlina dengan M.Uzer . Melalui pengembalian objek jual beli terhadap Herlina, Herlina dapat melakukan pembagian terhadap harta bersama menjadi setengah bagian dengan M.Uzer baik melalui kesepakatan atau melalui gugatan ke Pengadilan Agama.
Saran
1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah guna menghindari adanya konflik penerbitan akta jual beli yang tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil terkait dari adanya persetujuan sebaiknya dalam penerbitan akta jual beli  tetap melibatkan adanya persetujuan dari pihak suami atau istri. Meskipun mereka sudah dalam keadaan bercerai baik objek jual beli tersebut telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan atau melalui gugatan pengadilan atau objek jual beli tersebut belum dilakukan pembagian agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Apabila dalam pembuatan Akta Jual Beli, PPATS terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dimana mengakibatkan Akta Jual Beli yang dibuatnya menjadi cacat hukum, maka sebaiknya pihak yang dirugikan baik Deslina maupun Herlina sebaiknya meminta pertanggungjawaban secara keperdataan maupun administratif dengan meminta ganti kerugian kepada PPATS.
3. Bagi pihak pembeli sebagai pembeli yang beritikad baik seharusnya melakukan pengecekan terhadap objek jual beli guna memastikan penjual merupakan orang yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan jual beli atas objek yang dimilikinya. Hal ini dilakukan apabila di kemudian hari terjadi suatu konflik dalam jual beli yang dilakukannya, pembeli tersebut dapat memperoleh perlindungan sebagai pembeli yang beritikad baik.
4. Dalam menghindari adanya suatu konflik terhadap harta bersama, alangkah baiknya jika pasangan suami istri membuat suatu perjanjian kawin mengenai harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
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